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PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITLISI
TERHADAP PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1943

iPerbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-020-022/PUU-L2003 Mengenai
Fengujian Undang-Undang Momer 200 Tahun 2002 tentang Ketenagalisinkan dengan
Putusan Perkara Nomor 038 059-060-063/PUU-IF2004  dan QO08TUU-T1L22063
Mengenai Pengujian Undang-Usdang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Adr)

ABSTRAK

(Y ance Arzony 02140037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fal 141, 2007}

Salah satu cir pokok Undang Undang Dasar 1945, disamping schagai konstitusi
politik  (political  constitution), juga merupakan  konstitusi  ekonomi (ecoromic
constifation), bahkan konstitusi sosial (socio! constiturion). Hal ini dikarenakan Lndang
Undang Dasar 1945 mengatur ientang pokok-pokok sistem perekonomian nepara yung
kertupuan untuk menciplakan kesejahteraan dan kemakmuoran rakyat,

Dyalam pengembangan hukum tentang perekonomian tersehut lehirlzh berbagai
undang-undang yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan ekonomi, oi mana
peranan negary, masyarakat dun pihak swasta? Diantaranva adalah Undang-undang
Maraor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Momor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian kedua undang-undang itu telah diajukan
permohoman pengujiannya kepada Mahkamah Kenstitusi, sehagaimana didalitkan oleh
pemohen, dalan kedva  undang-undang tersebet terdapat  muatan swaslkinisas,
kemersialisasi dan privatisasi cebang produksi penting dan kekayaan alam yang
scharusnya berada dibawah penpoesaan negara (Pasal 33 UUD 19435), Teapi, dalam
diktum putusannys, Mahkameh Konstitusi memutos kedun perkara terschut berbeda
scear diametral, di mana penpujian Undang-undang Nemor 200 Tahun 1002 fentang
Kerenagalistrikan dikabudken permohonannya, sedangkan pengujian Undong-u ndang
Momor 7 Tahun 2004 cfifelak permohonannya.,

Timbulnyva perbedaan diktum putusan ini membuat hal tersebut menarik dikaji
secara hukum. Mungkinkah Mehkamah Eoenstitusi berbeda menafsirkan “penguasaan
peeara’” dalam kedua putusan tersebut? Untuk itulah penelitian ini dilakukan. Dengan
metle pendekatan sistem (sysematical approach) dan didukung dengan pendekatan
kasus (case approach) penulis melibat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, Undang-
vndang MNomaor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nemor 7
Tahuen 2004 tentang Sumber Daxa Air, dan kedua putusan Mahkamah Kenstitiesi dalim
menguji undang-undang tersebut sebagai schuah sistem yang harmonis.

Hasil dari penelitian ini vaitu bahwa lerdapat perbedaan metode tafsir yang
digunakan oleh Mahkmah Kenstitesi dalam memutus kedua penpujian undang-undang
tersebut. Disamping itu, klausula Conditionally Constitutional yang diperkenalkan
Mahkamah Konstitusi dalam putesan pengujian Undang-undang Nomor T Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air mempakan klavsola yang bertentangan dengan sifat putusan
Malkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar
1943 je Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 teniang Mahkamah Eonstitusi,
hila dilihat dengan pendekatan hukum sebapai sebuah sistem norma.



BARB1

PENGAITULUAN

A. Lniar Belakang

[ Indonesia, dalam rangka persfapan kemerdekaan sebush nepora berdaulat
vang lepas dari penjajaban asing, pada tahun 1943 para tokoh nasional
mempersispkan suaty naskah konstitusi yang kemuodian dikenal dengan Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahon 1945 [sclanjutnya ditulis
Undang Undang Dasar 1945 « Penulis). Undang-Undang Thasar 1943 disgmping
mengatur ata kenegaraan juga  mengatur tata kehidupan sesial, ekonomi dan
kebudayaan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 54, [Hal
ini yarg membedakan konstitusi Republik Indonesia dengan tradisi penulisan
konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat
materi-materi  konstitusi yang hanva bersifal politik, Tradiss yang  diann
[ndonesin, sejuush menyvangkul cork muoatan vang diatur, nampak dipenganchi
oleh corak penulisan Konstitusi vang lazim ditemui pada negara-ncgara sosialis
seperti negara-negara i Eropa Timur.!

Adanya perbednan dalam susunan materi konstitusi yang digunakan oleh
negara-negara di dunia menjadikan bentuk konstitesi dapat dibedakan dalam dua
kelompok, Kelompok pertama disebut konstitusi politik (paliical consrituion)
seperti dalam konstitusi negara Perancis, Amerika Serikat, Kanada, Belands,

Belgin, Austia, Swiss, Siprus, Yunani, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia,

' Jimly Asshiddigic, Fekeor Tata Negara don Pilarliler Demokrasi, Konstitist Pass,
Jukana, 2005 (sclanjuinye disingkat Nmly Asshiddigie 1D, hal, 124,



Luxemburg, Monaco, dan Liechienstein, Sedangkan kelompok kedun terlihal
dalam konstitusi negars Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Nalia, Belarusi
iran, Suriah, Honparip, dan Indonesia wang dapat dischbut sebagad konstitusi
ckonomi  (ecesomic  constitution) dan  bahkan  konstitusi sosial - (secial
constitution).?

Corak Undang-Undenp Dasar 1945 schagai konstitusi ekonomi terlibat pada

materi Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

(1) Perekonomian disusun  sebagai usaha bersama berdasar alas  azas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cahang preduksi yang penting hagi negara dan yang Mmenguasa
hajat hidup orang hanyak dikuazai olch negara.

(3} Bumi, air dan kekayaan slam vang terkandung didalamaye dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sehesar-besamya kemakmuran rakyvat.

Mulam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasac 15945

keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditlambah dengan memasukkan
2 {dua) ayat harw, yaiu:

(4) perekonomian  [ndonesia  disclenggarakan  berdasar ates  demokrasi
ckomomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi herkeadilan, berkelanjutan.
berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta dengan menjaga
kescimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanasn pasal ini Jistur dalum

undang-undang

e
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Pepambshan  dua  ayat  dalam  pasal  ini  merupakan  upaya  uniuk
mengakomodasi ketentusn dalam Penjelasan Undang-Undang  [asar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 vang telah dihapus, yaitu mengenai dernokrasi
ckonami. Dila dilihat kembali materi yanp diatur dafam Penjelasan Pasal 33
disebuikan bahwa:

“dealam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonowri, produksi diterjakan

pleh sempa, wrk seomo dibawah pimpinan atoy pemilikan anggota-anggetd

macarakal,  Kemakmuran  masvarakae-lak o vang dintamatan,  huken

kenmakmaran orame seorang” . Selanjulnya dikatakan babwa " dan e

dan kekmvean alam yang  terkandung  dalam bumi adalah pokek-prokok

bemakmaran ratvatl. Sehab itu harus dikucsal olel nesara dan diperginakan
itk sehesor-besarnva kemakmuran rokyat "

Duri pasal ini jelas sckali peranan negara dalam mengatur perckonomean besar
sekali? Schingga, sebenarmya secara tegas Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
hesera perielasannyva, melarang adanys penpuasaan sumber daya alam ditangan
orang-scorang. Dengan kaia lain monopali, oligepoli maupun prakick kartel
dalam bidung pengelolaan sumber daya alam adalah hertentangan dengan prinsin
pasal 33

Jjwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943
berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penpuasaan burang untuk
kepentingan publik (seperti sumber daya altam) puda nepara, Pengaturan ini

berdasarkan angpapan bahwa  pemerintah adalah pemegang  mandal untuk

melaksanakan kehidupan keneparaan di Indonesia Untuk itu, pemegzng mandat

P oarimbi 1P dan Emmy Hafild, Makalahe Mesbuarikon Mondor Poasal 33 DL 435, Wohann
Lingkungzn Hidup Indonesia dan Fiends of the Bath (FoE) Indonesin, 199, hal. |

* D Sockarno,  Amgndemes  ferhodae UL F94S Svara Pembanuan, 1996,
[1Espatianar, SUBRS e harann.comMews! 1 90RNA 13064 O pEd'opd 2iopn 2 html. (diakues tanggal
Al 2006)

* Acrimbi HP dan Ty Hafild, Lo, i



ini scharusnya punva legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan
veng dibuatnya dan dilakukannya, schingga dapat tercipta peraturan perundang-
undangan penjabaran Pasal 33 Undang-Undeng Dasar 1945 yang sesuai dengan
semangat demokrasi ekonomi.

Tetapi, permasalahan vang sering kali muncol menyanghut Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945, yang perlu mendapat perhatian, jalah tentang aturan
pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-ondang, yaitu tentang hagairmana
peranan negara dalam penguasann sumber daw_;-a alam (ekonomi) yang mla. Hak
negara dalam menguasai sumber daya alam difabarkan lebil jauh dalam beberapa
undang-undang yang mengatur scktor-sekior khusus yang memberi kewenanzan
luas hagi negara unluk mengatur dan menyelenpgarakan penggunaan, persedizan
dan pemelibaraan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumaya, Prinsip
ini teruang dalam:

|. UL Nomoer 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria:

3. UL Momor 11 Tahun 1967 lentang Pokok-pokok Pertambangan;

1. UU Momor | Tabun 1973 temang Landasan kontinen;

4. UU MNomre 13 Tahen 1980 tentang Jalan;

L
'

UL Nomer 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengeloloan
Lingkungan Hidup;
6 UL Nomor 20 ‘Tzhun 1989 tentang Ketentusn-ketentuan  Pokok

Pertahanan Keamanan:
7. UU Nomoer § Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Schat



8 UL Nomor 4! Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehulanan;

5, UL Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

10, U Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

11. UL Nomor 7 Tahun 2004 fentang Sumber Daya Air

12, U Nomer 18 Tabun 2004 tentang Petkebunan;

13, UL MNomor 11 Tahun 2005 tentang Penpesshan INTEANATIONAL
COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS
{Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Selama ini, jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar § 945 mengandung semangai
untuk  membeln kesejahtersan kval banvak, Akan letapl, scharng kita
menghadapi era globalisasi yang melahirkan ekonomi pasar,’ persaingan bebas
antarncpara, amarmanusia. Rahkan kita telah masuk ke dalam astsiasi AFEC dan
WTO, vang kesemuanya berintikan ekonomi pasar dan persaingan hebas.
Dapatkah kita memperlahankan pelaksonman Pasal 33, yang meletakkan [umgsi
menguasai negara sangat besar, dalam menghadapi perkembangan zaman seperti
sekarang ini? Semua tantangan ini dapat kita amati dari produk penindang-
undangan yang dibuat. Apakah undanp-undang yang dibust aleh Pemerintah
bersama-sarma Dewan Perwakilan Rakyat telab sesuai dengan semangat Pasal 33
Undang-Undang Dasar Wegara Republik Indonesia Tahun 1945 7 agar jiwa dari

pasal tersebut dapat terjaga,

' Trasar din tered ckonomi pasr adalah persaingon bebas yane mengpernkian mekanizme
pasar. Dyalam hof e penaswnran dan permintaan belas yong melaturbelakang miti L keuntungan
padka pibiek produsen, pedisgang maupun konsurnen, menentukan harge-harga yang disciit hargn
tawarnn bebns — dan selanjutnya menerdukan apa don berapa banyak jenis din jurnizh barang ¥ang
akan diproduksi, Lihat Tom Gunadi, Sisteen Perekaromion Meenrat Pawngasiha dan UL,
Angknsn, Bandung, 1990, bal 35



BAB I11

PENAFSIRAN DALAM HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian dan landasan penafsiran hukum

l. Pengertian

Dalam Kamus DBesar Bahasa Indonesia,' kats “penafsian” diartikan scbagai:
semmbedan kesan, pendapat, atau pandangan teotitis techadap sesuaty; tafsir, Padanan kata
tari penafsiran adalah imterpretasi

Bila dikaitkan denpan ihoe hukom, maka penafsican hukum merupakan kegiatan
vang dilakukan oleh ahli hukwm atan pengadilan dalam memberikan kesan atsu makna
dart suaty noma hukum, Menarat Sudikne Merokusumo, penafsiran merpakan salah
salin metode pencmuan hukurn vang memberi penielasan yang gamblang mengenal teks
andang-undang agar ruang limpkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa
ertentu.’

Sedangkan Menurat limly  Asshiddigie, penalsinn merupakan Kegiatan  penting
lalarm hukem dan ilmu hukom, Penafsian merupakan metode untok memahami makna
vang terkandung di dalam teks-feks hukem untek dipakai menvelesaikan kasus-kasus
st mengambil keputusan atag hal-hal vang dibadapi secara konkret,”

!, Landasan penafsiran hukum
Setiap peraturan perundang-undanpan bersifat abstrak dan pasil, Abstrak karena

sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum kalaw tdak tegad

_' Kamus Bessr Bahasa [ndonessa, Cetakan ketipa, RBalai Postaka, 1990, hal. 336.
 Epdikno Mertokusumo, Mempene! Hubam: Seare Pengantar Liberty, Yogyokarta, 17935, hal. 154

T Fimly Asshiddigic 11, Op.cit. hal, 271,



A, Pengujian

BAB IV

PEMBATIASAN

I'ndang-undang  Nomor

Ketenagalistrikan

1 Pemohion dan Senis Permiahionan

20 Tabun

2002 Tentang

Permohonan Pengujian Undang-undeng Nomor 20 Tabun 2002 wenlang

Ketenagalistrikan lerdiei dari 3 (liga) nomor registrasi perkara, yaitu permehonan

dengan Nomor Registrasi 001/PUU-L2003, 021/PULU-L2Z003, dan 022P1UU-

1F20H) 3,

I*crmahonan pengujian undang-undang ini merupaken permohonan petama

kali vang diajukan oleh masvarakat (pemohon) dalam hal pengujian undang-

undang aleh pengadilan (fueficial review) kepada Mahkamah Konstitusi, Perkara

MOIPLUIU-12003 sebelumnva telah diajukan ke Mahkamabh Agung schelum

terbentuknya Mahkamah Konstilesi. Setelah terbentuknya Mahkamah Konstitus:

pada bulan Agusius tahun 2003, perkara tersebut belem juga diputus oleh

hahkamah Apung, sehingea perkaranya dilimpahkan ke Mohkamah Konslitusi.

Lebih rinci permohonan tersebut dapat divraikan melaloi label dibawah ini:

| Kategor

Ma Kalezori (1] | nzi naz
l Permohon APHIL PEENL dan Ir. Daryo ke dan b Ir. Jnouar Rluin dan Iz
Yavasan 324 uman Lulnas SH [ravid Trencng
{ Sk F"ul-cf_-r_j.". ) L 9 S
L ) FLM]
2 Fadan hekeas privid faclan bk prival erorangsn atau

memonhon setnlak-tulikevn (5P PT PLX) sedidak-
peErormagn tidzknya pororangan
Seaces fiLau kc|-:_:-mlll'|k [TENY
1| Tanggal |30 Descinbeer 2002 17 Drmcamabeee 20600
Registrs VLA diterimg MK
rermohonnn | poade lingzal 15

kelompeks orang vang
terpabung dailam
EIKPLN

15 Ageil 2003, selelah
diperhatki di ferima
MR p:l-:l:l ‘_1|Ei:i._::'.| 2F

76



BAB Y

PENUTUP

A, Kesimpulan

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 200 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan dan Putusan Pengujian Undang-undang Nemor 7 Tahun 2004

lentang Sumber [Xaya Air

a. Terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

Putusan  pengujisn  undang-undang Momer 200 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan merupakan pepafsiran Mahkamal  Konstitusi vang

pertamz kali Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, terurama mengenal

Penpuasann negara

Makna “penpussaan nepara” atas cabang-cabang produksi penting dan

sumber kekayaan alam, meliputi:

17 Menpadakan kebijakan  (befefed)  dan tindakan  pengurusan
{hestuursdaod)

2y Pengaturan (regelendacd)

3) Pengelolaan (heheersduad)

4} Tenoaveasan {foczichthoundensdeaoad)

137
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